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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Carrefour Serang Banten adalah sebuah kelompok supermarket
internasional, berkantor di prancis, carrefour adalah kelompok ritel kedua terbesar
setelah walmart pada kelasnya, maka dari itu sistem jual banyak terjadi disini dari
berbagai sistem jual beli yang serba ada. maka dari itu sistem jual beli yang
membutuhkan hak jaminan garansi sangat di terapkan di carrefour ini selaku
produsen yang menjual barang kepada konsumen yang terdapat jaminan garansi
didalamnya, sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8
Tahun 1999 dan Hukum ekonomi syariah tentang hak-hak yang di dapatkan dalam
hak jamiinan garansi terhadap barang yang diperjual belikan. Islam merupakan
sistem kehidupan yang bersifat komprehensif, yang mengatur semua aspek, baik
dalam sosial, ekonomi, dan politik maupun kehidupan yang speritual.’Islam ialah
agama yang (rahmatal lil’alamin) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia
yang telah di sampaikan oleh rosullah, Muhamad saw. Salah satu bidang yang
diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individu
maupun sosial, atau lebih tepatnya, Islam mengatur kehidupan bermasyarakat,
Islam sebagai agama komprehensif, artinya hukum islam tidak di tetapkan hanya

untuk seorang individu tanpa melibatkan keluarga, dan atau hukum islam tidak

! Muatafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif, Ekonomi Islam, Ed. I, Cet.2 (Jakarta:
kencana, 2007)., Him 1.
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ditetapkan hanya untuk satu masyarakat tanpa melibatkan masyarakat lain dalam
lingkup umat Islam, dan atau hukum islam tidak ditetapkan hanya untuk satu
bangsa tanpa melibatkan bangsa-bangsa lain yang ada didunia, baik bangsa
penganut agama ahlul kitab maupun penyembah berhala. Islam sebagai agama
realistis, artinya hukum Islam tidak mengabaikan kenyataan dalam setiap perkara
yang dihalalkan dan yang diharkamkannya, juga tidak mengabaikan realitas dalam
setiap peraturanan hukum yang ditetapkan, baik untuk individu, keluarga,
masyarakat, negara maupun umat Islam.

Dalam lingkup kajian hukum Islam, para ahli berbeda pandangan dalam
meninjau dan mengklasifikasikan hukum Islam, 2 dan arti khusus muamalah yaitu
hukum-hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup dalam masyarakat
mengenai  kebendaan dan hak-hak, serta penyelesaian persengketaan-
persengketaan, seperti perjannjian jual beli,sewa menyewa, utang-piutang, gadai,
hibah, dan sebagainya.® Apabila hak dan kewajiban telah terlaksanakan dalam
suatu transaksi maka tidak akan ada namanya pihak yang di rugikan atau yang
merugikan orang lain/konsumen.

masalah  perlindungan  konsumen semakin gencar dibicarakan,
permasalahan ini tidak akan pernah habis dan akan slalu menjadi bahan
perbincangan di masyarakat, selama masih banyak konsumen yang dirugikan,

masalahnhya tidak akan pernah tuntas, oleh karena itu masalah perlindungan

2 Ismail Nawawi,Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer,Ed.I, Cet.2 (Warung Nangka,
Ciawi-Bogor:Ghalia indonesia,2017)., him 2.
Ismail Nawawi,Fukih Muamalah Klasik dan Kontemporer, Ed. I, Cet,2 (Warung
Nangka,Ciawi-Bogor:Ghalia Indonesia,2017)., him 4
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konsumen perlu mendapatkan perhatian, perlindungan atas kepentingan konsumen
tersebut diperlukan, mengingat bahwa dalam transaksi jual beli konsumen slalu
berada dalam masalah yang slalu di rugikan® dari barang yang di jual oleh penjual
yang tidak memikirkan kualitas barang yang di jual.

Minat kunjungan masyarakat terhadap Pasar Induk Rau (PIR) tahun 2016
meningkat hingga 50 persen dibanding tahun sebelumnya. Hal itu disebabkan
kondisi pasar rau yang tidak macet, sehingga membuat pembeli merasa nyaman
saat berbelanja. Sekitar 61,4 persen atau 350 dari 569 pedagang kaki lima (PKL)
sudah melakukan pendaftaran untuk mengisi lapak yang disediakan pengelola
Pasar Induk Rau, sampai saat ini ada sekitar 350 PKL yang sudah mendaftarkan
diri untuk mengisi lapak yang sudah disediakan sekitar 505 lapak, ungkap meneger
oprasional PT. Pesona Banten Persada, Khaeruzzaman.

Hak konsemen yang diabaikan oleh pelaku usaha dicermati secara
seksama, masalah pelindungan konsumen tidak semata-mata masalah orang
perorang tetapi sebenernya merupakan masalah bersama dan masalah nasional,
sebab pada dasarnya semua orang adalah konsumen, maka dari itu pentinganya
penanaman pengetahuan hukum tentang hak konsumen sebagai bahan penguat
ketika berjual beli, dengan demikian berbicara soal perlindungan hukum kepada

konsumen berarti kita berbicara tentang keadilan bagi kemaslahatan semua umat

4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen(UUPK), (
Jakarta: bhuana Ilmu Populer, 2017), him. 5
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manusia pada umumnya, > konsumen yang mendapatkan hak jaminan dan di
lindungi UUPK nomor 8 tahun 1999 ketika barang yang di beli tidak sesuai dengan
yang di harapkan adalah

1. Konsumen dalam arti umum: yaitu pemakai atau pengguna dan
pemanfaatan barang dan jasa untuk tujuan tertentu.

2. Konsumen antara yaitu pemakai, pengguna atau pemanfaatan barang atau
jasa untuk diproduksi menjadi barang atau jasa lain atau untuk
memperdagangkan , dengan tujuan komersial, konsumen antara ini sama
dengan pelaku usaha dan

3. Konsumen akhir, yaitu pemakai, pengguna atau pemanfaatan barang atau
jasa konsumen untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri. Keluarga atau
rumah tangganya dan tidak untuk di perdagangkan kembali.

Konsumen (akhir) ini lah yang jelas diatur perlindungannya dalam UU
perlindungan konsumen tersebut. Selanjutnya apabila digunakan istilah konsumen
dalam UU dan makalah ini, yang di maksud adalah konsumen akhir.

Undangan-undang ini mendevinisikan konsumen ( pasal 1 angka 2) sebagai
berikut: “Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lainmaupun
makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan,”

Orang yang di maksud dalam undang-undang ini wajiblah merupakan orang

alami dan bukan badan hukum, sebab yang dapat memakai, menggunakan atau

> Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia,(Medan: pt. Citra aditia
bakti,2014), him 4
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memanfaatkan barang atau jasa untuk memenudi kepentingan diri sendiri, keluarga,
oranglain, maupun makhluk hiduplain dan tidak diperdagangkan, hanyalah orang
alami atau manusia, °

Kondisi konsumen yang dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk
melindungi, sehingga hak-hak konseumen dapat ditegakan. Namun sebaliknya,
perlu diperhatilan bahwa dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, tidak
boleh justru mematikan usaha produsen, karna esensial dalam perekonomian
negara. Oleh karena itu, dalam Islam melarang keras adanya suatu yang merugikan
salah satu pihak dalam jual beli, setiap transaksi dalam hubungan muamalah dalam
Islam tidak boleh menimbulkan kerugiaan kepada diri sendiri dan orang lain. Hal
ini berdasarkan pada hadis nabi yang diriwayatkan oleh ibnu majjah, Ad-

Daruquthin dan lain-lain dari Sa’id Al-khudri r.a. bahwa Rosullah SAW, bersabda:

o, ’. K70, 0. °/9/

Artinya: “ janganlah merugzkan diri sendiri dan ]anganlah meruglkan orang
lain™"

Ketentuan yang memberikan perlindungan kepada produsen, sehingga
perlindungan konsumen tidak justru membalikan kedudukan konsumen dari

kedudukan yang lemah menjadi kuat dan sebaliknya produsen yang menjadi

lemah.® Produk disebut produk yang cacat apabila produk yang tidak aman dalam

® Az. Nasution, Perlindungan Konsumen, Tinjauan Singkat UU NO'8/1999-LN.1999 No.42

Di sampaikan sebagai ceramah pada puslitbag/diklat Mahkamah Agung, Batu-Malang 14
mei 2001 (revisi)

"Ibnu Majah,Sunan Ibnu Majah, Juz,2,CD.Mkhtabah Kutubil Mutun,seri 4,hlm 743,

8Ahmadi Miru dan Sutarman yoda, Hukum Perlindungn Konsumen, (PT Raja Grafindo
Persada,Jakarta,2008),HIm.128
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penggunaanya dan tidak memehi syarat keamanan dalam penggunaanya dan tidak
memenuhi syarat keamanan tertentu sebagaimana yang di harapkan konsumen
terhadap barang yang di beli dari produsen, dan kenyatanya dalam masyarakat
sering sekali terjadi peredaran produk, cacat karena tidak aman/lalai dalam
penggunaanya atau tidak memberikan informasi yang memadai tentang produk
tersebut yang akan sangat merugikan konsumen, dari penjelasan diatas sangat
mendorong penulis untuk menulis proposal/ berjudul: Analisis undang-undang
perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 dan hukum islam tentang hak

jaminan garansi (Studi Kasus di Carrefour)

B. Rumusan masalah
1. Bagaimanakah Praktik Jaminan Garansi di Carrefour Serang ?
2. Bagaimana Hak-Hak Konsumen Tentang Jaminan Garansi Menurut
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999?
3. Bagaimana Perbandingan Penggantian Kerugian yang didapatkan oleh
Konsumen Atas Hak Jaminan Garansi Menurut Undang-undang Nomor 8

Tahun 1999 dan Hukum Ekonomi Syariah?

C. Fokus peneliatan

Fokus penelitian ini akan memfokuskan beberapa pembahasan agar
penelitian ini tidak meluas. sesuai dengan permasalah di atas utuk mengamanatkan
bahwa segala upaya dalam penyeleggaraan perlindungan konsumen harus

memberikan manfaat sebesar-besarnya terhadap kepentingan konsumen dan
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pelaku usaha pada umumnya. Agar tidak terjadi permasalahan sosial dan
menjadikan maslahat antara penjual dengan pembeli dan saling ridha antara pelaku
usaha pada umumnya sesuai dengan syariat islam dan Undang-Undang nomor 8

tahun 1999 tentang hukum perlindungan konsumen.

D. Tujuan penelitian
Tujuannya untuk mengamanatkan bahwa segala wupaya dalam
penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-
besarnya terhadap bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha pada umumnya.
1. Bagaimanakah Praktik Jaminan Garansi di Carrefour ?
2. Bagaimana Hak-Hak Konsumen Tentang Jaminan Garansi Menurut
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999?
3. Bagaimana Perbandingan Penggantian Kerugian yang didapatkan oleh
Konsumen Atas Hak Jaminan Garansi Menurut Undang-undang Nomor 8

Tahun 1999 dan Hukum Ekonomi Syariah?

E. Manfaat penelitian
1. Teoritis
Berguna sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dengan upaya pengembangan wawasan dan menambah, memperluas pemikiran
dan pengetahuan keilmuan yang berguna bagi perkembangan ilmu hukum

ekonomi syariah dalam bidang yang berkaitan dengan muamalah dan Undang-
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undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 tentang hak jaminan

garansi.

2. Praktis

Untuk menambah wawasan pengetahuan terhadap masyarakat luas

untuk mengetahui

pemanfaatan barang gaeansu/jaminan yang diberikan

produsen kepada konsumen agar terhindar dari prasangka merasa dirugikan

satu sama lain yang terdapat cacat (khiyar ai’b), pada barang yang diperjual

belikan yang harus diganti sesuai dengan perlindunga undang-undang nomor 8

tahun 1999 UUPK danhukum ekonomi syariah tentang permasalahan umat agar

tercipta kemaslahatan antara pelaku usaha dan konsumen pada umumnya.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan
Nama/Tahun/Judul/ ] . Persamaan Dan
No perguruan tinggi Hasil Penelitian Perbedaan
1. | Ayu Wandira/2013/  Universitas | Membahas Persamaan: sama-
Hasanuddin Makasar mengenai sama  membahas
tentang

Perlindungan hukum bagi konsumen
terhadap produk telematika dan
Elektronik Yang Tidak Di Sertai
Jaminan/Garansi

Dengan  Kartu

Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia

perlindungan

hukum bagi
konsumen

terhadap  produk
telematika dan
elektronik  yang

perlindungan

hukum tentang hak

jaminan  garansi
menurut  Undang-
Undang

Perlindungan

Konsumen.
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tidak disertai

dengan kartu
jaminan/garansi

purna jual dalam

bahasa indonesia
serta untuk
mengetahui

peranan dan upaya
pemerintah dalam
menangani

peredaran produk
telematika dan
elektronika  yang
tidak disertai
dengan kartu
jaminan  garansi
purna jual dalam

bahasa indonesia

Perbedaan: produk

dan lokasi
penelitian  sangat
berbeda serta

produk vyang di
teliti
Wandira

membahas tentang

oleh  Ayu

produk telematik
dan hak jaminan
garansinya

sedangkan peneliti
dalam skripsi ini
membahas tentang
hak dan

serta apa saja yang

hukum

dapat di terima
oleh konsumen
mengenai hak

jaminan garansi

Haris Sarjan/2015/UIN  Ar-raniry
Banda Aceh
Garansi dalam Undang-undang No 8

Tahun1999 tentang perlindungan

untuk mengetahui
bentuk bentuk
perlindungan

hukum yang

Persamaan:sama-
sama meneliti
tentang UUPK No

8 Tahun 1999 dan
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konsumen (tinjauan prinsip-prinsip

khiyar muamalah)

diberikan oleh
penjual  terhadap
konsumen  serta
untuk mengetahui
mekanisme

penggunaan

garansi dan

penyelesaian
terhadap kerugian
yang dialami
konsumen dalam
Undang-Undang
nomor 8
tahun1999 tentang
perlindungan
konsumen ditinjau
dalam prinsip-
prinsip khiyar

muamalah.

Hukum  Ekonomi
Syariah serta
pengaplikasiannya
dan  pertanggung
jawabannya.
Perbedaan : tidak

ada stadi kasus
sedangkan peneliti
disini
menggunakan
analisis serta stadi
kasus  mengenai
hak-hak  jaminan

garansi.

Gde Manik
Yogiarta/2009/perlindungan hukum

terhadap konsumen dalam jual beli

membahas
tentang bagaimana

sanski terhadap

Persamaan: Ssama-
sama meneliti hak

jaminan  garansi
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telepone seluler tanpa garansi di

pasar gelap (black market)

penjualan
telephone seluler
tanpa garansi di
pasar gelap hasil
dari penelitian ini
berkaitan dengan
undangOundang
nomor 8 tahun
1999 tentang
perlindungan
konsumen dan
peraturan mentri
perdagangan
nomor 19/M-
DAG/PER/5/2009
tentang
pendaftaran
pertujuan
penggunaan
manual dan kartu
jaminan garansi

purna jual dalam

dan mengalisa
undang-undang
perlindungan
konsumen.
Perbedaan: dalam
penelitian ini
adalah tidak ada
penelitian analisis
hukum  islamnya
hanya hukum

positif saja
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bahasa indonesia
bagi produk
telematika dan
elektronika
pandangan yang
melanggar hukum
dan dilakukan di
luar jalur resmi
dapat disebut
sebagai suatu

pasar gelap.

G. Kerangka Pemikiran

Jual beli merupakan salah satu bentuk dari budaya dulu kala untuk
melakukan pertukaran kebutuhan, maka dengan melakukan jual beli proses hak
milik secara mutlak akan terjadi dengan dilakukannya (akad) transakasi, jual beli
tidak sah dilakukannya kecuali orang yang memilih tasharuff (pembelanjaan)
secara mutlak. Bukan orang yang terlarang membelanjakan hartanya dan wajib
melakukan ijab kabul.?

Salah satu faktor yang menjadi dasar jual beli adalah kejujuran dan
kebenaran merupakan nilai yang terpenting sehubung dengan hal tersebut,

penipuan, sikap mengekploitasi orang lain yang tidak bersalah dan orang yang jail

® Hafid Abdullah, KWIC/ Figh Syafi’, (Cet.1, Semarang; Penerbit : cv. Asy- Syifa’,1992),
h,126.
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atau membuat pernyataan palsu merupakan perbuatan yang dilarang. Iklan palsu
dan sikap penipuan para penjual merupakan contoh yang tidak baik dalam
bertranskasi antar penjual dan pembeli, maka oleh karena itu setiap manusia
memerlukan hubungan dan pergaulan antara satu dengan yang lain, agar mereka
mencapai kebutuhannya disini terletak proses berfikir bebas untuk memilih dengan
iklas dengan demikian dalam jual beli dalam konsep ini disebut dengan istilah
“khiyar”

1. Pengertian khyiar(jaminan garansi)

lalah mencari kebaikan dari dua perkara melangsungkan atau
membatalkan. Dalam jual beli berlaku khiyar, khiyar menurut pasal 20 ayat 8
kompilasi hukum ekonomi syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli
untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan. “°Khiar

bermacam-macam:

a. khiyar majlis

jika ijab kabul sudah dicapai dari pihak penjual dan pembeli, dan
akad sudah berlangsung, maka kedua belah pihak masih boleh meneruskan
akad atau membatalkannya selama keduanya masih berada di tempat akad
dan selama mereka tidak berjanji tidak ada khiar. Kadang terjadi salah satu
pihak bergesa-gesa dalan ijab kabul. Setelah itu nampak adanya

kepentingan yang menuntut dibatalkannya pelaksanaan akad. Karena itu

19 Mardani, Fikih Ekonomi Syariah Fikih Mamalah, (cet. 1, Jakarta; Kencana.2012), h,
105.
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syariat mencarikan jalan baginya untuk ia dapat memperoleh hak yang
mungkin leyap bersama keterburu-buruannya.

Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Hakim bin Hazam,
Rosulullah SAW bersabda:

B p i o Wb ApamBis 6 fupl o

gt 15 224035

Artinya: “dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar

selama mereka belum berpisah, jika keduanya benar dan jelas,

keduanya diberkahi dalam jual beli mereka, jika mereka

menyembunyikan dan berdusta (tuhan) akan memusnahkan keberkahan
Jjual beli mereka”. !

Bagi tiap-tiap pihak dari kedua pihak itu mempunyai hak antara
melanjutkan atau membatalkan selama keduanya belum berpisah secara
fisik, dalam kaotan berpisah dinilai sesuai situasi dan kondisinya dirumah
yang kecil, dihitung dari salah seorang keluar, dirumah besar, sejak
berpindahnya salah seorang dari tempat duduk kira-kira dua atau tiga
langkah jika keduanya bangkit dan pergi bersama-sama, maka pengertian
berpisah belum ada.

Pendapat yang dianggap rajih bahwa yang dimaksud berpisah
disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.al- baehagie meriwayatkan dari
abdullah bin umar,berkata: aku pernah menjual kekayaanku yang ada di

wadi (lembah) dengan amirul mu’minin utsman yang hartanya ada di

khaibar. Setelah kami melangsungkan jual beli, aku keluar masuk ke

1 sayyid Sabiq,Fikih Sunnah.Jilid 12,(Bandung PT. Al-maarrif 1998), cet 2.HIm 101
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belakang dari rumahnya, aku takut kalau-kalau ia mengembalikan jual beli.
Adalah menurut sunnah, bahwa kedua belah pihak yang melakukan jual beli
boleh khiar sebelum berpisah.

Khiyar syarat

lalah bahwa salah satu dua pihak yang berakad membeli sesuatu
dengan syarat dia boleh berkhiar dalam waktu tertentu sekalipun lebih. Jika
ia menghendaki jual beli dilaksanakan jika tidak, dibatalkan persyaratan ini
boleh dari kedua belah pihak, dan boleh pula salah satunya.
Adapun dasar persyaratan, adalah:

hadist ibnu umar r,a., bahwa nabi muhamad saw,. Bersabda:
Artinya: setiap dua orang yang melakukan jual beli, belum sah dinyatakan
jual beli sebelum mereka berpisah, kecuali jual beli khiyar'?

Jual beli boleh berlangsung dan dinyatakan sah bila mereka berdua
telah berpisah, kecuali bila di syaratkan oleh salah satu kedua belah pihak,
atau kedua-duanya adanya syarat khiar dalam masa tertentu. Khiyar batal
dengan ucapan dan batal juga dengan tindakan si pembeli terhadap barang

yang ia beli, dengan jalan mewakafkan menghibahkan atau dengan jalan

membayar harganya. Karena yang demikian itu menunjukan keridhoaanya.

12 sayyid Sabiq, Fikih Sunnah.Jilid 12.(Bandung PT. Al-maarrif 1998), cet 2. HIm 102
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Dan apabila khiar telah menjadi miliknya, berarti sikapnya telah
melaksanakan (jual beli).**
Khiyar a’ib (cacat)

Arti khiyar cacat menurut ulama fikih adalah:” keadaan yang
membolehkan salah seorang  yang berakad memiliki hak untuk
membatalkan atau menjadikannya ketika ditemukan aib, (kecacatan) dari
salah satu yang dijadikan alat tukar menukar yang tidak dikatakan waktu
akad. “

Aib mengharuskan khiar, ulama hanafiyah dan hanabillah
berpendapat, bahwa aib pada khiar adalah segala sesuatu yang menunjukan
adanya kekurangan dari aslinya. Misalnya berkurang nilai menurut adat,
baik berkurang sedikit atau banyak, menurut ulama syafiiyah khiar ai’b
adalah segala sesuatu yang dapat dipandang berkurang nilai dari barang
yang dimaksud atau tidak adanya barang yang dimaksud, seperti sempit
sepatu, potongannya tidak sesuai atau adanya cacat pada bima yang hendak
di potong.

Syarat tetapnya khiar diisyaratkan untuk tetapnya khiyar aib setelah
diadakan penelitian yang menunjukan hal-hal berikut ini:

a. Adanya aib setelah akad atau sebelum diserahkan, yakni aib tersebut
telah lam ada. Jika danya setelah penyerahan atau ketika berada di

tangan pembeli tersebut tidak tetap.

13 sayyid Sabiq, Fikih sunnah.Jilid 12.(Bandung PT. Al-maarif 1988), cet 2. HIm 103
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b. Pembeli tidak mengetahui adanya cacat ketika akad berlangsung dan
penerima barang, sebaliknya jika pembeli sudah mengetahui adanya
cacat ketika menerima barang maka tidak ada khiar sebab dia di anggap
telah ridha
c. Pemilik barang tidak mensyaratkan agar pembeli membebaskan jika ada
cacat. Dengan demikian, jika penjual mesyaratkannya, gugurlah hak
khiar. Jika pembeli membebaskan. Gugurlah hak dirinya hal ini sesuai
dengan pendapat ulama hanafiyyah.
d. Berselisih dalam jual beli
Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya
berlaku jujur, berterus terang dan mengakatakan yang sebenarnya,maka
jangan berdusta dan jangan bersumpah palsu, sebab bersumpah dan

dusta menghilangkan barokah jual beli, Rosullah saw bersabda:

@ T4 /Q. % _
Le - i s i :}ﬁ
PPN . . . . 14
Siapa yang menipu kami, makaia bukan termasuk golongan kami”,

Para pedagang yang jujur, benar dan sesuai dengan ajaran islam
dalam pandangan didekatkan dengan para nabi, para sahabat dan orang-
orang yang mati syahid pada hari kiammat.

Bila diantara penjual dan pembeli berselisih pendapat dalam suatu
benda yang di perjual belikan, maka yang dibenarkan ialah kata-kata yang

punya barang, bila diantara keduanya tidak ada saksi jika penjual dan

4 sayyid Sabiq,Fikih Sunnah,Jilid 12,(Bandung:PT.Al-maarif1998),Cet.2.HIm.104
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pembeli berselisih tentang, ditangan siapa terjadinya cacat, dan masing-
masing beralternatif tetapi fidak ada kejelasan dari salah satu dari keduanya,
dalam hal ini yang dipegang ucapan penjual dengan sumpah seperti yang
telah dilakukan utsman. Ada pula yang mengatakan. Yang dipegang ucapan
pembeli dengan sumpahnya dan ia berhak mengembalikan kepada
penjual.®
2. Khiyar Dalam Hukum Ekonomi Islam

Dalam Hukum ekonomi syariah merupakan hak pilihan bagi konsumen
untuk melanjutkan suatu akad atau membatalkan akad, khiyar dalam pasal 20
poin 8 KHES di artikan sebagai hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk
melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya, khiar di
syariatkan untuk memelihara keadaan saling rela dan menjaga maslahat kedua
belah pihak yang berakad, atau mencegah adanya bahaya kerugian yang dapat
menimpa salah satu pihak yang berakad.

Hukum Ekonomi Syariah merupakan putusan dari peraturan mahkamah
agung republik indonesia nomor dua tahun 2008 btentang kompilasi hukum
ekonomi syariah yang brisi tentang peraturan-peraturan masalah ekonomi
syariah dan mejadi pedoman bagi para hakim untuk menyelesaikan perkara
yang berkaitan dengan ekonomi syariah bentuk-bentuk khiar dala kompilasi
hukm ekonomi syariahyang mengarah kepada perlindungan konsumen

mengenai hak jaminan garansi dapat berupa khiar aib.

1> sayyid Sabiq,Fikih Sunnah12,(Bandung:PT.Al-maarif1988),cet.2.hIm.105
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Khiyar aib berlaku jika ada cacat pada barang doketahui oleh pembeli

pada saat akad terjadi. Khiyar aib ialah suatu bentuk khiar untuk meneruskan
atau membatalkan akad jual beli, meskipun tidak di syaratkan khiar aib. Yang
menyebabkan seseorang pembeli untuk memiliki hak untuk mengembalikan
barang yang di beli adalah suatu aib, yang menjadikan turunnya harga barang
yang di jual atau menghilangkan tujuan yang shahih bagi si pembeli, dalam

artian bahwa pemanfaatan atas barang tersebut tidak sempurna seperti yang di

perjanjikan pada awal akad, *°

Masa Jaminan Khiyar

Makna masa jaminan adalah setiap cacat yang terjadi ketika masa
tersebut di tempat si pembeli, maka itu berasal dari penjual menurut ulama
malikiyah ada dua masa jaminan, antara lain.

1. Masa tiga hari, yaitu dari semua cacat yang terjadi ketika itu di tempat si
pembeli, maka masa tiga hari menurut ulama malikiyah secara global
kedudukannya sama dengan hari-hari khiar berlepas diri, maka jaminan
pada masa itu menjadi masa jaminan si pembeli,

2. Masa (satu) tahun, yaitu apabila terdapat dari tiga cacat (lepra, kusta, gila).
Sesuatu yang terjadi dalam satu tahun dari ketika hal ini pada barang yang
dijual, maka sedangkan cacat lain yang yang terjadi, maka pada dasarnyaitu
menjadi jaminan si pembeli, masa itu menurut ulamna malikiyah terjadi

pada jual beli yang tujuanya adalah mencari keuntungan, masa satu tahun

8 Ahmad Wardi Mukhlis, Fikih Muamalah,cet.1.him 88
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menurut ulama malikiyyah di hitung setelah masa tiga hari dan waktu bisa
saling berlepas dari bisa masuk bersama dengan masa tiga hari sedangkan
masa satu tahun tidak masuk masa lepas diri."’

3. Perlindungan konsumen atas hak dan tuntutan gantirugi terhadap jaminan
garansi dalam jual beli menurut UU perlindungan konsumen tahun 1999
Suatu jaminan/garansi atas produk elektronik yang masa garansi satu
tahun masih berlaku tapi ketika memperbaiki suatu kerusakan yang terjadi pada
barang tersebut dipunguti baiaya perbaikannya. Jadi di sini apa gunanya suatu
jaminan garansi tersebut jika konsumen harus di punguti biaya perbaikan,
sedangkan ketika awal akad pelaku usaha sendiri tidak ada menjelaskan bentuk-
bentuk apa saja yang di garansikan tersebut dan bentuk sebuah segel garansi
yang terdapat pada bagian barang yang mengatakan apabila segel rusak maka
garansi batal, sedangkan sedangkan yang tertera pada barang tersebut adalah
masa garansi yang di tetapkan yaitu sau tahun lamanya, dan dalam hal ini
seolah sgegel tersebut tidak ada manfaatnya. Maka untuk mengetahui
perlindungan apa yang di dapatkan oleh konsumen dalam hal ini dan apakah ini
merupakan kesalahan dari konsumen atau pelaku usaha, dapat di uraikan
sebagai berikut:
a. Dasar pertanggung jawaban ganti rugi pelaku usaha atas kerugian yang
diderita konsumen menurut pasal 19-28 undang-undang nomor 8 tahun

1999 ialah, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas

7 Ibnu Rusyd, Bidayatul Muijtahid, diterjemahkan Abu Usamah Fakhtur, (Jakarta:Pustaka
Azaam,2007)., him. 345-367.
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kerusakan pencemaran, dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi
barang dan jasa yang di hasilkan atau di perdagangkan.menurut pasal diatas
bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang di
derita oleh konsumen, hal ini agar tidak terjadinya sesuatu kerugian
terhadap konsumen dan pelaku usha produsen sendiri sebagai subjek pelaku
usaha yang memasarkan produknya, maka pelaku usaha harus
memperhatikan pembuatan yang dilarang oleh para pelaku usaha,
sebagaimana dalam pasal 8 ayat (2) nomor 8 tahun 1999.

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat dan
tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang
yang dimaksud’

Larangan ini menegaskan agar kewajiban pelaku usaha usaha produsen
serta melindungi kepentingan umum yang berkaitan dengan perekonomian
dan pembangunan nasional dan kepentingan individu yang berkaitan
dengan hak-hak konsumen, *8
Kerugian yang dapat di tuntut
Ada beberapa kerugian yang dapat di tuntut berdasarkan undang-undang
perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 di antar adalah:

1. Kerugian yang disebabkan oleh kerusakan misalnya, barang yang dibeli

rusak sehingga harus diperbaiki atau harus di ganti dengan barang lain,

biaya perbaikan atau penggantian merupakan kerugian konsumen.

18 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen.,..him.79
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2. Kerugian yang disebabkan oleh pencemaran misalnya, barang yang
dibeli di simpan bersama dengan barang yanglain dan merusak barang
lain sehingga harus diperbaiki atau ganti, biaya perbaikan atau
penggantian merupakan kerugian konsumen.

3. Kerugian akibat mengkonsumsi misalnya, makan yang dibeki di
konsumsi mengakibatkan sakit perut hingga perlu di rawat dirumah
sakit. Perawatan ini juga merupakan kerugian konsumen.*

Dalam hal kasus diatas maka kerugian yang termasuk kedalam
garansi jaminan ialah kerugian yang disebabkan oleh kerusakan yang diluar
dugaan salah satunya ketika lagi memanfaat kan hand phone tiba-tiba mati
sendiri dan tidak mau hidup ini merupakan suatu kerusakan di luar dugaan
konsumen karena suatu kerusakan tersebut secara tiba-tiba tanpa hal dan
sebab-sebab terntentu, maka pada kasus ini konsumen akan mendapatkan
hak jamina garansi terhadap kerugian yang di dapatkan.

Penggantian kerugian yang di dapat konsumen atas hak jaminana garansi

dalam jual beli.

Penggantian kerugian yang di dapat oleh konsumen dari pelaku usaha,

sebagaimana dijelaskan dalam pasal 25 ayat 1 dan 2 UUPK Nomor 8 tahun

1999 berupa®

A. Pelaku usaha yang memperoduksi barang yang pemanfaatannya,

berkelanjutandalam batasan waktu yang sekurang-kurangnya 1 tahun,

19 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen. Him 141
% YUPK, HIm.18



23
wajib menyediakan suku cadang dan pasilitas purna jual dan wajib
memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan,
Pelaku usaha yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung
jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apa bila
pelaku usaha tersebut:

e Tidak menyediakan atau melalaikan menyediakan suku cabang
dan/atau pasilitas perbaikan.

e Tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang
diperjanjikan.

Yang di sebut jaminan di sini ialah bentuk penjaminan atau garansi

yang harus di jalankan oleh penggaransi, adapun bentuk jaminan dalam

realitas garansi yang harus dipenuhi oleh pihak penjual/produsen ialah

berupa:*

Mengganti barang yang setar nilainya. Ini artinya penjual berkewajiban
mengganti barang yang terdapat cacat atau rusak dengan barang yang
mempunyai nilai yang sma dengan barang yang pertama.

Perbaikan geratis atas kerusakan. Pihak penjual berkewajiban
memperbaiki barang yang rusak dengan tanpa biyaya.

Pasal 19 ayat (1) undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang

perlindungan konsumen menyebutkan unsur-unsur kerugian yang menjadi

tanggung jawab produsen pelaku usaha terdiri dari kerugian atas

2! Taufiq hidayat, Jurnal, Garansi dan Penerapannya.,.,him 121.
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kerusakan. Kerugian atas pencemaran, dan kerugian konsumen pada

dasarnya bentuk atau wujud ganti rugi dalam sengketa konsumen menurut

pasal 19 aya (2) undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan

konsumen adalah:?

a.

b.

C.

d.

Pengembalian uang
Pengembalian barang/jasa
Perawatan kesehatan

Pemberian santunan

H. Metode penelitian

Salah satu tahap yang paling penting dalam penulisan skripsi adalah

penerapan metode penelitian yang tepat yang digunakan sebagai pedoman

penelitian dalam mengungkapkan fenomena serta hubungan antara teori yang

dijelaskan pengegambaran situasi yang realitas yang terjadi sesungguhnya.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan juridis normatif, dan studi

komparatif yang berupa pendekatan perundang-undangan yang melakukan

telaah terhadap undang-undang nomor 8 tahun 1999. Dan bisa disebut sebagai

penelitian lapangan (field research), karena penelitian ini menitik beratkan

kepada pengumpulan data dan informasi, maka jenis penelitian ini merupakan

penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara

meneliti bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dan bisa di

sebut juga penelitian dokrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah

22 Janus Sidabalok. Hukum Perlindungan Konsumen..,., him,143-144.
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dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Jadi penelitian
ini dapat di katanya sebagai penelitian hukum normatif, dan masuk kepada
kajian studi komparatif bertujuan untuk membandingkan antara variabel yang
saling berhubungan dengan mengemukakan perbedaan-perbedaan ataupun
persamaan-persamaan dalam sebuah permasalahan dan jalan keluar atas
permasalah tersebut, karena mengkaji tentang peraturan undang-undang yang
berkaitan dengan hak jamina/garansi yang berkaitan dengan khiyar dan
semetara dari sifatnya maka penelitian ini di sebut dengan penelitian pustaka
yaitu mencari data-data pada sejumlah literatur. menganalisanya secara
sistematis. Data berupa tulisan terkait hak jaminan/garansi dalam jual beli akan
dikupas dan dianalisis secara sistematis menggunakan tinjauan UU No. 8
Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan berkaitan dengan khiyar.

2. Sumber data

Ada dua jemis data yang di gunakan pada penelitian ini adalah:

a. Data primer
Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung
melalui responden yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian
data ini didapatkan berdasarkan observasi dan diperoleh langsung melalui
wawancara dengan konsumen pelaku usaha hak jaminan garansi.

b. Sumber data sekunder
Data sekunder merupakan data yang sumbernya didapat melalui pihak
melalui pihak lain, tidak diperoleh dari subjek penelitian, sumber data

sekunder didapatkan dari buku-buku jurnal tentang undang-undang nomor
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8 tahun 1999 tentang hak jaminan garansi dan data-data yang berkaitan
dengan penelitian ini.
3. Teknik Analisi Data
Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan ini, maka
penulis menggunakan prosedur.

a. pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan (library research), yaitu
dengan cara mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk diteliti,
dipelajari, dianalisis, dan ditelaah secara kritis. Dalam kajian kepustakaan
ini penulis mengumpulkan buku-buku, peraturan perundang-undangan dan
bahan-bahan lain yang terkait dengan materi yang yang diteliti. Dan
menngunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang digunakan
terhadap suatu data yang di kumpulkan, kemudian diklarifikasikan, disusun,
di jelaskan yakni digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang di
gunakan untuk memperoleh kesimpulan.?

b. Penelitian lapangan (filed research)

1. Observasi
Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan
pengamatan dan pencatatan langsung terkait objek penelitian dalam hal
ini penulis akan melakukan observasi kepada para pelaku usaha yang
menggunakan sistem jaminan garansi

2. Wawancara

28 suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (suatu pendekatan Praktek), Cet.XII (Jakarta:
Rineka Cipta, 2002)hIm.245
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Dalam tahap wawancara ini, penulis akan melakukan percakapan tanya
jawab dengan tatap muka atau bertemu langsung dengan pelaku usaha
mengenai hak jaminan garansi.
3. Observasi
Dokumentasi atau pengumpulan data berupa arsip yang relevan,
dokumentasi yang dilampirkan penulis akan berbentuk foto penulis
dengan narasumber yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian ini.
4. Pedoman penulisan
Dalam penulisan ini penulisan berpedoman pada:
a. Buku pedoman skripsi, Fakultas syariah, Universitas Islam Negri
Sulthan Maulana Hasanuddin Banten 2020
b. Penulis ayat al-qur’an dari penyelenggara terjemah/penafsir al-
qur’an lajnah pantashi mushaf al-qur’an departemen agama RI, Al-
Qur’an dan terjemah ( Bandung: PT Sygma Examedia
Arkanlema:2007), dan hadist diambil dari kitab aslinya walaupun
terjadi kitab kepenulisan maka diambil dari kutipan buku yang

berhubungan dengan hadist dan sunnah.

A. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi atas lima bab guna
mempermudah pemahaman dan pembahasan terhadap skripsi ini di anataranya

adalah:
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Bab Pertama berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode
penelitian, sistematika pembahasan, sistematika pembahasan.

Bab Kedua membahasan tentang tinjauan hukum islam (kompilasi hukum
ekonomi syariah) dan hukum UUPK Nomor 8 tahun 1999 mengenai hak
jaminan/garansi serta pertanggung jawab terhadap hak jaminan garansi di carrefour
serang.

Bab Ketiga membahasan mengenai gambaran umum tentang hak
jaminan/garansi di masyarakat tentang pertanggung jawaban dalam transaksi jual
beli dan hak-hak yang di dapat oleh konsumen dari pertanggung jawaban produsen.

Bab keempat membahas mengenai analisis untuk menjawab rumusan
masalah dari skipsi yang terdiri atas sub bab pertanggungan jamina/garansi
terhadap transaksi jual beli dan hak menurut hukum ekonomi syariah dan undang-
undang perlindungan konsumen Nomor 8 tahun 1999 dan apa saja yang akan di
dapat dan di tuntut oleh konsumen dari produsen.

Bab kelima pada bab ini akhir dari penulisan skripsi meliputi kesimpulan

dari penelitian dan saran-saran.



